
 
 
 

 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 
NOMOR 1 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 

NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA  

 
BUPATI MALUKU TENGGARA, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku 
Tenggara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 
sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan 
perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli 
daerah, diperlukan pengembangan kegiatan dan 
penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal 
daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Maluku Tenggara; 

 
  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa 
penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila 
modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; 

 
  c. bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara 
dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian 
target Program Internasional Millenium Development Goals 
(MDGs) Tahun 2015 dan Program 10.000.000 (sepuluh 
juta) Sambungan Rumah (SR) sampai pada Tahun 2014; 

 
  d. bahwa Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Maluku Tenggara telah ditetapkan melalui 
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 
Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 
3.000.000.0000,- (tiga milyar rupiah); 

 
  e. bahwa bertolak dari laporan hasil penelusuran dokumen 

Perusahaan Daerah Air Minum, Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 
700.04/193/Itkab/2013 tanggal 11 Juli 2013, dimana 
terdapat temuan tentang selisih nilai Penyertaan Modal 
antara Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum 
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(PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara, maka dipandang 
perlu untuk mengadakan Perubahan atas Peraturan 
Daerah dimaksud;  

 
  f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf e diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Maluku Tenggara; 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

  5.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

  7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

  8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

  9.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4490); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4855); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari 
Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku 
Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227); 

  17. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara 
Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahan 
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku 
Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 
Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 
Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 
Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahan Daerah Air 
Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 
Tahun 2008 Nomor 8 Seri A); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 
dan 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 
NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL 
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU 
TENGGARA. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara 
ditambah dan diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

(1) Akumulasi Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2012 yang 
tercatat pada PDAM sebesar Rp. 1.729.924.618,51 (satu milyar tujuh 
ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu 
enam ratus delapan belas rupiah lima puluh satu sen). 

 
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 
(2) Akumulasi Penyertaan Modal yang belum tercatat pada neraca 

Perusahaan Daerah Air Minum akan diperhitungkan sebagai Aset 
setelah dilakukan verifikasi. 

 
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) menjadi ayat (3) : 
 
(3) Pengalokasian Penyertaan Modal pada Tahun 2013 – 2014 ditetapkan 

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara. 
 

Ditetapkan di Langgur 
pada tanggal 12 Februari 2014 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 
Cap/Ttd. 

ANDERIAS RENTANUBUN 
Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 12 Februari 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, 

Cap/Ttd. 
PETRUS BERUATWARIN 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2014 
NOMOR 1 SERI A. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM, 

 
P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19680529 198803 1 004 

 


